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Upaya  Membudayakan   Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan untuk 
Menjamin Terwujudnya Guru  Profesional 
 
Sukir 
Universitas Negeri Yogyakarta 




Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan guru yang berkualitas salah satu 
diantaranya adalah masih dijumpai guru yang lulus sertifikasi guru sehingga mendapat 
sebutan guru profesional, namun kompetensi dan kinerjanya belum menunjukkan 
peningkatan yang signifikan. Penyebab permasalahan tersebut salah satu diantaranya adalah 
guru belum melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Permasalahan lebih lanjut 
muncul, jika guru mengandalkan untuk mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan 
propinsi, atau Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, maka peluangnya sangat terbatas. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka guru perlu melakukan upaya untuk 
membudayakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan dukungan niat yang kuat 
dari diri dan lingkungan sekolah. Upaya untuk membudayakan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan bagi guru antara lain guru terintegrasi dalam jejaring internet sehingga guru 
dapat belajar menggunakan sumber belajar, melakukan kolaborasi dan interaksi antar guru 
atau kepada pihak lain, dan mengkomunikasikan ide secara tertulis maupun menggunakan 
multi media tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan secara ajeg dan konsisten sehingga menjadi 
kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh guru tersebut digunakan untuk menunjang tugas 
guru sehari-hari, maka lama-kelaman hal tersebut akan melekat pada diri guru sehingga 
menjadi budaya atau kultur.  
 




     Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ingin dicapai, sekaligus 
merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. 
Dalam rangka menuju ketercapaian tujuan  tersebut, maka telah ditopang oleh sistem 
pendidikan nasional. Pendidilan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai 
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  
Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menyebutkan   
bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
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     Fungsi  pendidikan nasional seperti tersebut di atas tampaknya masih merupakan 
idealisme, sebab pada tataran kenyataan pendidikan nasional masih mengalami berbagai 
permasalahan. Salah satu indikator permasalahan yang dialami bidang pendidikan adalah 
indek pembangunan pendidikan yang belum menggembirakan. Berdasarkan data dalam 
Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan Organisasi 
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), 
yang diluncurkan di New York, Amerika Serikat, indeks pembangunan pendidikan  Indonesia 
menurut data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 
127 negara di dunia. Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di 
peringkat ke-34, yang masuk dalam kelompok negara dengan pencapaian indeks 
pembangunan pendidikan yang tinggi.   Sementara itu peringkat Malaysia berada di atas 
Indonesia yaitu  peringkat ke-65 (http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/03/04463810). 
Berdasarkan data tersebut memberikan gambaran bahwa mutu pendidikan nasional masih 
menghadapi kendala. 
     Salah satu faktor mendasar yang menentukan mutu  pendidikan adalah guru, sebab 
peran guru amat signifikan dalam proses pembelajaran ( Jones, Jenkin & Lord, 2006: 22). 
Studi di Negara berkembang menunjukkan bahwa faktor guru memberikan sumbangan dalam 
prestasi belajar peserta didik sebesar 36%, diikuti faktor manajemen 23%, faktor waktu 
belajar sebesar 22% dan faktor sarana fisik sebesar 19% (Indra Jati Sidi, 2000: 56). Pendapat 
lainnya diberikan oleh Sukamto, dkk., (2009: 1) yang menyatakan bahwa seharusnya terdapat 
empat faktor utama yang tersedia secara optimal agar mutu pendidikan dapat terjamin, faktor-
faktor  tersebut antara lain: guru, kurikulum,  sarana dan fasilitas, serta anggaran pembiayaan 
yang memadai. Namun di antara empat faktor tersebut maka yang dapat diubah secara drastis 
sehingga mampu mendorong ketiga faktor lainnya untuk berubah adalah faktor guru. Melalui 
pendidikan yang tepat dan pelatihan yang berasaskan manfaat maka guru dapat menjalankan 
kurikulum pendidikan dan memutakhirkan isinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta guru dapat berusaha mengoptimalkan ketersediaan sarana dan fasilitas atau 
anggaran yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara lebih efektif 
dan efisien.   
     Mengacu pada ketiga pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa peningkatan mutu 
pendidikan sangat membutuhkan guru yang berkualitas, yang bekerja secara profesional. 
Apabila guru memiliki kualitas yang baik, yang bekerja secara profesional, maka  dapat 
diharapkan guru mampu   menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, yang 
pada akhirnya dapat mendongkrak mutu pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Oleh karena 
itu, sudah sangat tepat apabila pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap kualitas 
guru dan segala variabel yang terkait dengan kemampuan guru.  
 Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru serta sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan guru adalah program sertifikasi guru.  Sertifikasi guru adalah proses pemberian 
sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Guru yang berhasil lulus 
dalam sertifikasi guru akan mendapatkan sertifikat pendidik sehingga berhak memperoleh 
sebutan guru profesional serta mendapatkan tunjangan profesi pendidik sebesar gaji pokok 
setiap bulannya.  
     Guru yang profesional merupakan guru yang memiliki kompetensi dan memenuhi 
standar kompetensi yang ditandai oleh perolehan sertifikat pendidik serta berkinerja baik.  
Kajian  yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK menunjukkan bahwa guru yang telah lulus 
sertifikasi  ternyata tidak serta merta menunjukkan peningkatan kompetensi dan kinerjanya. 
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Kajian juga menemukan bahwa motivasi guru untuk segera mengikuti sertifikasi  bukanlah 
semata-mata untuk meningkatkan kompetensinya, melainkan yang lebih menonjol adalah 
motivasi finansial berupa tunjangan profesi. Kajian lain yang dilakukan oleh PGRI mengenai 
dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru menunjukkan bahwa kinerja guru yang 
sudah lulus sertifikasi masih belum memuaskan.  Masih cukup banyak guru  yang setelah 
lulus program sertifikasi, ternyata kurang berusaha meningkatkan kompetensinya dan 
cenderung berkinerja seperti sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi  (http://kompas on 
line, Rabu, 7 Oktober 2009).  
     Kritikan terhadap kompetensi dan kinerja guru juga dilontarkan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudoyono melalui pidatonya dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun 2011 dan 
Hari Ulang Tahun PGRI ke 66 di Sentul Internasional Convention Center pada tanggal 30 
November 2011. Kritikan tersebut antara lain bahwa Presiden telah  menerima masukan dari 
masyarakat, sebagian guru yang telah lulus sertifikasi ternyata kompetensi dan kinerjanya 
belum banyak berubah, padahal guru tersebut telah menerima tunjangan profesi 
(http://www.jpnn.com/read/2011/12/01/109706).  Berdasarkan hasil kajian dan kritikan 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono terhadap guru seperti tersebut di atas mengandung 
makna bahwa guru yang telah lulus sertifikasi yang ditandai dengan perolehan sertifikat 
pendidik dan mendapat sebutan guru profesional belum menjamin kompetensi dan kinerjanya 
meningkat. Ditengarai penyebab permasalahan ini salah satu diantaranya adalah guru belum 
melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, seperti guru belum melakukan 
pelatihan untuk memutakirkan kompetensinya, guru jarang mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui workshop atau seminar, guru tidak pernah meneliti, 
menulis karya ilmiah, menghasilkan karya inovatif dan sebagainya. Guru yang tidak berusaha 
melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan, akan mengakibatkan penguasaan 
kompetensi dan kinerjanya cenderung turun seiring dengan perjalanan waktu.  
     Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu kiranya guru melakukan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan 
merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memelihara, meningkatkan dan 
memperbaharui kompetensi guru secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 
pengerjaan tugas guru atau kinerja guru. Prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan 
bagi guru telah dituangkan dalam bentuk payung hukum yaitu Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, khususnya 
Bab V, pasal 11, ayat c, yang  secara garis besar meliputi pengembangan diri, publikasi 
ilmiah, dan karya inovatif.  Permasalahan lain muncul, apabila guru semata-mata 
mengandalkan keikutsertaannya dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan 
yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Propinsi 
atau Kabupaten/kota, maka kesempatan untuk mengikutinya menjadi sangat langka. Solusi 
dari permasalahan ini salah satu diantaranya adalah guru perlu membudayakan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan dukungan minat yang kuat dari diri dan 
lingkungan sekolah. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah bagaimanakah  upaya 
membudayakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru sehingga dapat 
menjamin terwujudnya guru profesional? 
2. Pembahasan 
2.1 Guru Profesional 
     Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), merupakan 
kebijakan untuk intervensi langsung guna meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat 
Konaspi VII 




kebijakan keharusan guru memiliki sertifikat profesi.  Zamroni (2006: 1) mengemukanan 
bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut merupakan suatu ketetapan politik bahwa 
guru adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban 
profesional. Dengan hal tersebut diharapkan guru dapat mengabdikan secara total pada 
profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Profesional adalah sebuah kata yang 
mengandung makna pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat 
menjadi sumber penghasilan kehidupannya, yang memerlukan kompetensi, keahlian, 
kemahiran, atau kecakapan serta memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan dilakukan 
dengan kinerja yang baik serta memerlukan pendidikan profesi. 
     Orstein dan Levine dalam Soetjipto dan Raflis Kosasi (2009: 15-16) menyatakan bahwa 
profesional terkait erat dengan profesi. Profesi   adalah jabatan yang mengandung makna 
antara lain: (1) Melayani masyarakat dan merupakan karier yang akan dilaksanakan 
sepanjang hayat; (2) Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan 
khalayak ramai; (3) Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek; (4) 
Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang; (5) Terkendali berdasarkan lisensi 
baku atau memiliki persyaratan khusus; (6) Otonomi dalam membuat keputusan tentang 
ruang lingkup kerja tertentu; (7) Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil 
dan unjuk kerja yang ditampilkan; (8) Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien; (9) 
Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya dan relatif bebas dari supervisi 
dalam jabatannya; (10) Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri; (11) 
Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok elit untuk mengetahui dan mengakui 
keberhasilan anggotanya; (12) Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang 
meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan; (13) 
Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri  dari setiap 
anggotanya; serta (14) Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi.  
     Pendapat lain diberikan oleh National Education Association (NEA) dalam Soetjipto 
dan Raflis Kosasi (2009: 18) yang memberikan kriteria terhadap profesi antara lain: (1) 
Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; (2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh 
ilmu yang khusus; (3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama; (4) Jabatan 
yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; (5) Jabatan yang 
menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen; (6) Jabatan yang menentukan 
baku atau standarnya sendiri; (7) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas 
kepentingan pribadi; serta (8) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan 
terjalin erat.  
     Berdasarkan kedua pendapat di atas tampak bahwa terdapat beberapa kriteria tentang 
profesi yang mengandung makna yang sama dan terdapat pula kriteria tentang profesi yang 
berbeda, namun demikian hal tersebut merupakan hal yang saling melengkapi. Jika dianalisis 
lebih lanjut tentang guru, maka menurut Robert B. Howsam et. al. dalam Soetjipto dan Raflis 
Kosasi (2009: 25) menyebut guru sebagai profesi yang baru muncul dan oleh karena itu 
mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semiprofesi, malahan kini guru mendekati 
status jabatan profesi penuh sehingga sebagian mayarakat telah menyebut guru sebagai 
profesi. 
     Jika difahami secara baik, kriteria jabatan profesional yang telah dibicarakan di atas, 
tampak jelas bahwa jabatan profesional sangat memperhatikan layanan yang diberikan kepada 
masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan layanan ini secara 
optimal serta menjaga agar masyarakat jangan sampai dirugikan oleh orang-orang yang tidak 
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bertanggung jawab, tuntutan jabatan profesional harus sangat tinggi. Profesi guru mempunyai 
tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Profesionalisasi guru mengandung 
makna peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka mencapai pencapaian secara optimal 
layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 
     Guru sebagai pendidik profesional akan mempunyai citra yang baik di masyarakat 
apabila guru layak menjadi panutan dan keteladanan bagi masyarakat sekelilingnya. 
Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, namun ada yang lebih penting 
untuk senantiasa dikembangkan yaitu perilaku guru yang berhubungan dengan profesinya.  
Menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi (2009: 42-53),  pola tingkah laku yang berhubungan 
dengan profesinya yakni sikap profesional guru terhadap hal-hal berikut: (1) Sikap terhadap 
peraturan perundang-undangan, guru perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 
merupakan kebijaksanaan tersebut; (2) Sikap terhadap organisasi profesi, guru secara 
bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana 
perjuangan dan pengabdian; (3) Sikap terhadap teman sejawat, guru harus memelihara 
hubungan seprofesi, menjaga semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial terhadap 
sesama guru; (4) Sikap terhadap peserta didik, guru harus membimbing peserta didik untuk 
membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila; (5) Sikap terhadap tempat 
kerja, guru berkewajiban menciptakan suasana yang baik untuk meningkatkanproduktivitas 
kerja di lingkungan kerja; (6) Sikap terhadap pemimpin, guru sebaiknya besikap positif 
terhadap pemimpin dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang 
sudah ditetapkan; serta (7) Sikap terhadap pekerjaan, guru dituntut untuk senantiasa 
meningkatkan mutu pekerjaan dan martabat profesinya.  
     I Gusti Putu Sudiarta (2004: 35-38) menyatakan bahwa  banyak teori dan pemikiran 
yang berkembang tentang profesionalisme guru. Beberapa pemikiran dari negara maju, 
seperti dari Australia, melalui The National Project on the Quality of Teaching and Learning 
(NPQTL) pada tahun 1992, menyarankan lima hal tentang kompetensi profesional guru, yaitu: 
(1) Mampu mempergunakan dan mengembangkan nilai dan pengetahuan profesional; (2) 
Mampu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja dengan siswa dan yang lain; (3) Mampu 
merencanakan dan mengelola proses pembelajaran; (4) Mampu memantau kemajuan dan 
hasil belajar siswa; dan (5) Mampu merefleksi, mengevaluasi serta merencanakan program 
untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan.  
      E. Mulyasa (2011: 11) menyebutkan bahwa untuk menjadi profesional, maka seorang 
guru dituntut memiliki minimal 5 hal seperti berikut ini: (1) Memiliki komitmen terhadap 
peserta didik dan proses belajarnya; (2) Menguasai secara mendalam bahan atau mata 
pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada peserta didik; (3) 
Bertanggung jawab memantau hasil  belajar peserta didik melaui berbagai cara evaluasi; (4) 
Mampu berpikir  sistematis tentang yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya; dan 
(5) Seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.  
     Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil makna bahwa guru profesional merupakan 
guru yang menguasi kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian 
dan sosial yang ditandai dengan kelulusan dalam sertifikasi guru sehingga memperolehan 
sertifikat pendidik,  dan memiliki kinerja dalam bidang pendidikan yang baik, serta taat asas 
dalam organisasi atau lingkungan profesi guru. Berkaitan dengan guru profesional, lebih 
lanjut, E. Mulyasa (2011: 10) menyebutkan bahwa secara umum guru profesional di 
Indonesia masih belum memadai sehingga memerlukan penyelesaian secara komprehensif 
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menyangkut semua aspek yang terkait seperti kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, 
perlindungan profesi, dan administrasinya. Ditengarai bahwa profesionalisme guru di 
Indonesia masih rendah, dan secara makro merupakan penyebab rendahnya mutu pendidikan 
secara keseluruhan. Faktor lain  yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara 
lain disebabkan oleh: (1) Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh; (2) 
Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) 
Kemungkinan disebabkan oleh adanya sebagian perguruan tinggi yang mencetak guru asal 
jadi; serta (4) Kurangnya  motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri melalui 
pengembangan keprofesian. 
2.2 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
     Sebagai konsekuensi logis dari guru sebagai tenaga profesional dan perolehan 
tunjangan sertifikasi guru yang relatif besar,  maka guru harus senantiasa mengembangkan 
keprofesiannya. Guru dituntut untuk memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri 
maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh 
pemerintah. Aktivitas pengembangan profesi guru seharusnya bersifat terus-menerus, tiada 
henti, dan tidak ada titik akhir kemampuan profesional yang benar-benar final. Di sinilah arti 
pentingnya bahwa guru harus menjalani proses pengembangan keprofesian berkelanjutan 
(PKB) atau continuing professional development (CPD).  
     Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) atau continuing professional 
development (CPD) diperkenalkan pertama kali oleh Richard Gardner pada 
pertengahan tahun 1970. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan upaya 
untuk melakukan perbaikan pengetahuan dan keterampilan professional secara terus 
menerus di luar pelatihan dasar awal yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. 
Dalam bidang pengajaran, pengembangan tersebut merupakan pelatihan dalam 
jabatan (in-service training). Dalam perkembangannya, pengembangan keprofesian 
berkelanjutan tanggungjawabnya bergeser dari penyelenggara sekolah dan guru 
menjadi individual. Hal ini berarti, saat ini individu bertanggungjawab untuk 
pengembangan keprofesiannya sepanjang kariernya (Gray, S.L., 2005:5).  Pendapat 
lain diberikan oleh  Ifl dalam Peter Scales, at. al. (2011: 3) yang menyatakan bahwa 
pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (continuing professional development) 
adalah upaya untuk memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan 
keterampilan yang relevan dengan keahlian guru sehingga berdampak positif pada 
praktik dan pengalaman pembelajaran. Lain halnya Stenhouse dalam Peter, at.al. 
(2011: 3) menyebutkan bahwa karakteristik dari pengembangan keprofesian 
berkelanjutan adalah adanya kapasitas profesional otonom bagi guru untuk 
mengembangkan diri melalui sistem belajar mandiri, magang, penelitian tindakan 
kelas dan sebagainya. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat dikatakan bahwa 
pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan kegiatan yang dilakukan guru 
untuk memelihara, meningkatkan dan memperbaharui kompetensi guru secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja  dalam profesi guru. 
Jo Rose dan David Reynold (2010: 219) menyatakan bahwa pengembangan 
keprofesian berkelanjutan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu: (1). 
Pengajaran langsung, seperti kursus, pelatihan, dan workshop; (2) Pembelajaran di 
sekolah, seperti peer coaching, kritik teman sejawat, mentoring, penelitian tindakan 
kelas, dan team teaching; dan (3) Pembelajaran di luar kelas seperti, pemanfaatan 
jaringan kerja sama, kunjungan ke sekolah lain, kegiatan antar sekolah, dan 
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sebagainya. Lain halnya dengan Kennedy (2005:  235) yang membagi 9 model 
pengembangan keprofesian berkelanjutan, antara lain: (1) model pelatihan; (2) model 
award beering; (3) model defecit; (4) model tangga; (5) model berbasis standar; (6) 
model choaching/mentoring; (7) model praktik bersama; (8) model penelitian 
tindakan kelas; dan model transformatif. 
Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat 
penting dalam mencapai visi pendidikan yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan 
kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang 
bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi adalah diperlukan 
suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan 
berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu 
kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang berkualitas. 
Pengembangan keprofesian berkelanjutan  adalah pengembangan kompetensi guru yang 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan 
profesionalitasnya (Dirjen PMPTK, 2011: 1). 
Ergan dan James dalam Peter Neil & Carol Morgan (2005: 39) menjelaskan bahwa 
sebuah proyek riset tentang  pengembangan keprofesian berkelanjutan  bagi guru di 
Wales telah berhasil dilaksanakan. Para peneliti mengirimkan kuesioner untuk semua 
guru yang telah berpartisipasi dalam salah satu skema pengembangan keprofesian 
berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan pengisian kuesioner dan wawancara dengan 
sejumlah guru. Hasil dari evaluasi ini adalah guru menyatakan bahwa pengembangan 
keprofesian berkelanjutan memberikan manfaat antara lain: (1) Pengembangan 
kebutuhan  dan keterampilan individu; (2) Peningkatan motivasi dan dorongan karir; 
(3) Keterlibatan guru dalam  praktek pembelajaran yang baik; (4) Kesadaran untuk 
melakukan refleksi dalam pembelajaran dapat meningkat; (5) Mendorong untuk 
melakukan pembelajaran berbasis kerja; (6) Mendorong untuk bekerja sama dengan 
profesi yang lain; dan (7) Guru terinspirasi untuk memajukan proses belajar mengajar. 
Berdasarkan tujuh manfaat di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 
pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja 
bagi guru. 
Sudarwan Danim (2010: 3-4) menyebutkan bahwa untuk memenuhi kriteria profesional, 
guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajad profesional yang 
sesungguhnya secara terus menerus. Pengembangan keprofesian guru yang sudah memiliki 
sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan atau olah 
raga. Pengembangan keprofesian dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan 
pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit 
jabatan fungsional. Peningkatan jenjang jabatan fungsional idealnya merupakan fungsi 
kinerjanya secara keseluruhan. 
Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 2009, Bab V, pasal 11, ayat c  berisi bahwa  pengembangan keprofesian 
berkelanjutan secara garis besar meliputi tiga kegiatan yaitu pengembangan diri, publikasi 
ilmiah, dan karya inovatif.  Komponen yang terdapat dalam kegiatan pengembangan diri 
yaitu: (1)  pendidikan dan latihan fungsional; dan (2) kegiatan kolektif guru yang 
meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Komponen kegiatan publikasi ilmiah 
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antara lain mencakup: (1) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada 
bidang pendidikan formal; dan (2) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan buku 
pedoman guru. Pada kegiatan karya inovatif terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) 
menemukan teknologi tepat guna; (2) menemukan atau menciptakan karya seni; (3) membuat 
atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum; dan (4) mengikuti 
pengembangan penyusunan, pedoman, soal dan sejenisnya.  
   Lebih lanjut Sudarwan Danim (2010: 11-12) menyebutkan bahwa pengembangan 
keprofesian berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan publikasi dan karya inovatif 
dirasa sangat berat bagi guru. Betapa tidak, seorang guru yang akan naik pangkat mulai dari 
golongan III b ke III c dan seterusnya harus sudah memiliki nilai kredit dari publikasi dan 
karya inovatif. Ke depan agaknya memang guru harus bekerja secara luar biasa. Bukan hanya 
gurunya saja yang luar biasa, tetapi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 yang memuat pengembangan keprofesian 
berkelanjutan bagi guru, juga luar biasa ketentuannya. Bahkan sangat mungkin dapat 
dikatakan bahwa peraturan tersebut terlalu berat bagi guru, sebab UU No. 14 Tahuhun 2005 
tentang guru dan dosen sesungguhnya tidak secara nyata menuntut guru melakukan aktivitas 
publikasi ilmiah dan karya inovatif tersebut. 
2.3 Langkah Membudayakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
Hal utama dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru adalah kesadaran diri 
dari guru untuk belajar. Seorang guru harus menumbuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri 
sendiri untuk belajar segala hal yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan guru seperti ilmu pengetahuan, keterampilan terbaik untuk penyempurnaan 
pelaksanaan tugas seorang guru sehari-hari, dan sebagainya. Oleh karena saat ini dan di masa 
yang akan datang, berkembang pesat teknologi informasi dan komunikasi, maka upaya 
membudayakan pengembangan keprofesian berkelanjutan diantaranya adalah guru belajar 
berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan 
mengintegrasikannya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Setiap sekolah atau 
lembaga pendidikan diupayakan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut: (1) 
Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan  
terintegrasi dengan internet; (2) Melaksanakan pelatihan pendayagunaan internet sebagai 
sumber informasi dan komunikasi; (3) Meningkatkan kolaborasi antar guru berbasis internet; 
dan (4) Meningkatan kompetensi guru dalam mempublikasikan karya dan pikirannya melalui 
jejaring internet (http://gurupembaharu.com/home/?p=4124).  
Kunci penting dalam upaya ini tidak terletak pada seberapa lama guru mengikuti pelatihan, 
melainkan seberapa kuat guru terintegrasi dalam jejaring internet sehingga penggunaan 
sumber belajar, kolaborasi, interaksi, dan mengkomunikasikan ide secara tertulis maupun 
menggunakan multi media bagi guru menjadi kebiasaan sehari-hari dalam pengembangan 
keprofesian berkelanjutan. Upaya ini diusahakan untuk dikembangkan menjadi kebiasaan 
oleh setiap guru, sehingga belajar menjadi sebuah proses yang melekat untuk perbaikan tugas 
sehari-hari bagi seorang guru. Pengembangan upaya ini dapat menggeser pengembangan 
keprofesian berkelanjutan guru sebagai program kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Hal ini 
berarti pengembangan keprofesian berkelanjutan berubah dari sebuah program kegiatan 
menjadi pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya atau kultur.  
Guna mendukung upaya pembudayaan  pengembangan keprofesian berkelanjutan guru 
seperti tersebut di atas, maka setiap guru seharusnya dapat menumbuhkan minat dari  dalam 
diri untuk: (1) melakukan profesionalisasi diri; (2) memotivasi diri; (3) memiliki disiplin diri; 
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(4) mengevaluasi diri; (5) kesadaran diri; (6) melakukan pengembangan diri; (7) menjadi 
pembelajar; (8) melakukan hubungan efektif; (9) berempati tinggi;  serta (10) taat asas pada 
kode etik. Apabila hal demikian dapat terealisasi maka akan terwujud guru profesional yang  
mampu tumbuh dan berkembang pada alur kerja profesional dalam situasi apapun. Dampak 
lebih lanjut dari hal demikian adalah terciptanya guru profesional yang senantiasa terjamin 
keprofesionalannya. 
3. Kesimpulan 
     Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan kegiatan yang dilakukan 
guru dalam memelihara, meningkatkan dan memperbaharui kompetensi guru secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja  dalam profesi guru. Upaya untuk 
membudayakan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru antara lain guru 
terintegrasi dalam jejaring internet sehingga guru dapat belajar menggunakan sumber belajar, 
melakukan kolaborasi dan interaksi antar guru atau kepada pihak lain, dan 
mengkomunikasikan ide secara tertulis maupun menggunakan multi media tentang berbagai 
hal yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan tersebut 
dilakukan secara ajeg dan konsisten sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan 
oleh guru tersebut digunakan untuk menunjang tugas guru sehari-hari, maka lama-kelaman 
hal tersebut akan melekat pada diri guru sehingga menjadi budaya atau kultur dalam 
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Upaya membudayakan pengembangan keprofesian 
berkelanjutan bagi guru seperti tersebut di atas harus didukung niat yang kuat dari  dalam diri 
guru untuk: (1) melakukan profesionalisasi diri; (2) memotivasi diri; (3) memiliki disiplin 
diri; (4) mengevaluasi diri; (5) kesadaran diri; (6) melakukan pengembangan diri; (7) menjadi 
pembelajar; (8) melakukan hubungan efektif; (9) berempati tinggi;  serta (10) taat asas pada 
kode etik. 
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